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KATA PENGANTAR 

  

 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh 

Negara kepada seseorang atau kelompok orang, merupakan perlindungan atas penemuan, 

ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan 

pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan 

karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Sesuai dengan UU di bidang HKI, terdapat 7 

rezim HKI di Indonesia, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. 

 IIK-BW Kediri telah mendirikan Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI IIK-BW 

Kediri) di bawah Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PP2M) di IIK-BW Kediri. 

Kantor HKI IIK-BW Kediri memfasilitasi pengelolaan kekayaan intelektual bagi civitas 

academica IIK-BW Kediri sebagai tugas untuk meningkatkan perolehan HKI dalam kegiatan 

Tridharma Perguruan Tinggi. Maka dari itu, perlu disusun suatu buku panduan permohonan 

HKI yang bertujuan untuk memudahkan civitas academica IIK-BW Kediri dalam 

menyiapkan dokumen permohonan HKI secara hukum. 

 Buku panduan ini menginformasikan dan menjelaskan tentang prosedur pengajuan 

permohonan HKI melalui Kantor HKI IIK-BW Kediri, meliputi : pengertian Hak Cipta, 

prosedur pendaftaran Hak Cipta ke Ditjen HKI-Dephuk & HAM (dokumen-dokumen yang 

perlu disiapkan untuk pendaftaran), serta contoh-contoh formulir yang diperlukan untuk 

pendaftaran Hak Cipta. Buku panduan ini diharapkan dapat membantu civitas academica IIK-

BW Kediri dalam menyiapkan dokumen dokumen permohonan perlindungan HKI. 
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SEKILAS KANTOR HKI IIK-BW KEDIRI 

 

1. Pendirian Kantor HKI IIK-BW Kediri 

Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri merupakan salah satu Perguruan 

Tinggi yang diorientasikan sebagai sentra ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 

di bidang sains dan kesehatan. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi, Institut Ilmu 

Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri tidak terlepas dari fungsinya yaitu melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Semua civitas akademika Institut Ilmu Kesehatan Bhakti 

Wiyata Kediri dalam tiap pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, baik pendidikan, 

penelitian, maupun pengabdian masyarakat dituntut untuk menerapkan 

pengembangan karya yang bersifat orisinil dan terbaru (novelty) agar ilmu 

pengetahuan dan kemampuan senantiasa berkembang. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu wadah untuk melindungi karya-karya tersebut sebagai bentuk dari kekayaan 

intelektual.   

Sentra Hak Kekayaan Intelektual Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata 

Kediri (Sentra HKI IIK Bhakti Wiyata Kediri), merupakan suatu wadah yang 

dibentuk dengan harapan agar dapat membantu institusi khususnya dan pemerintah 

dalam melakukan fungsi pembinaan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan 

hak kekayaan intelektual. Sentra HKI IIK Bhakti Wiyata Kediri dibentuk berdasarkan 

Surat Keputusan Rektor Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Nomor 02/IIK-

BW/KEP/R/I/2017 tertanggal 6 Januari 2017. 

 

2. Visi, Misi dan Tupoksi 

 Visi 

Menjadi kantor pelayanan & pengelolaan hak kekayaan intelektual yang 

professional khususnya di bidang sains & kesehatan. 

 Misi 

Memacu pertumbuhan dan pengembangan IPTEKS yang berorientasi HKI. 

 Tugas Pokok 

Mengupayakan implementasi HKI guna meningkatkan perolehan HKI dalam 

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan memfasilitasi pengelolaan kekayaan 

intelektual bagi civitas academica IIK-BW Kediri. 

 Fungsi 

1. Sebagai unit kerja yang mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas 

hasil inovasi IPTEKS yang berorientasi HKI. 

2. Sebagai unit kerja yang menginventarisasi, mensosialisasi, dan 

mempromosikan HKI bagi institut dan masyarakat. 

3. Sebagai unit kerja yang mengupayakan perlindungan dan pemanfaatan 

terutama proses alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki IIK-

BW Kediri. 

 

3. Layanan 

Kantor HKI IIK-BW Kedii memberikan pelayanan kepada civitas academica 

IIK-BW Kediri berupa pengelolaan kekayaan intelektual melalui jalur hukum mulai 

dari pendaftaran sampai dengan komersialisasi. Pelayanan tersebut antara lain: 

1. Penilaian kekayaan intelektual, penentuan startegi perlindungan HKI 

sampai dengan penyusunan dokumen dan pengjuan (pendaftaran) 

permohonan HKI 

2. Penelusuran paten 
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3. Pembuatan dokumen paten 

4. Konsultasi hukum dan/atau teknikal dalam transfer teknologi termasuk 

pembuatan legal document HKI seperti MoU dan Agreement baik nasional 

maupun internasional. 

5. Penyusunan startegi & rencana bisnis kekayaan intelektual 

6. Penyelenggaraan seminar dan pelatihan HKI 

Prosedur pengurusan perlindungan HKI melalui Kantor HKI IIK-BW 

Kediri dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

4. Perlunya Menghubungi Kantor HKI IIK-BW Kediri 

Memang tidak ada aturan waktu yang tepat untuk merahasiakan suatu karya 

intelektual. Namun demikian, jika suatu karya intelektual telah berkembang dan 

jawaban dari salah satu pertanyaan berikut adalah ya, maka penting mengajukan karya 

intelektual tersebut ke Kantor HKI IIK-BW Kediri. 

 Apakah suatu karya intelektual telah atau akan dipublikasikan? 

 Apakah ada mahasiswa yang akan mengajukan skripsi mengenai hal yang menjadi 

pokok suatu karya intelektual? 

 Apakah suatu karya intelektual akan disampaikan pada seminar ataupun publikasi 

terbatas? 

 Apakah pemilik karya intelektual merasa perlu melindungi HKI-nya? 

 Apakah ada nilai komersial dari suatu karya intelektual? 

 Apakah pemilik karya intelektual ingin memulai memasarkan karya 

intelektualnya? 

 

 
Gambar 1 Prosedur Pengurusan Perlindungan HKI Melalui Kantor HKI IIK-BW Kediri 

 

 

 



3 
 

 

 

 

HAK CIPTA 

 

1. Pengertian dan Istilah 

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu 

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut UU NO.19 Tahun 2002. 

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu 

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

  Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta, antara lain: 

Pencipta adalah:  

 Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya 

lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, 

keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan 

bersifat pribadi; 

 Orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain 

dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut; 

 Orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau 

berdasarkan pesanan; 

 Badan hukum 

Ciptaan adalah: hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan 

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

Hak Cipta adalah: hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu 

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pemegang Hak Cipta adalah: pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang 

menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima hak tersebut dari 

pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. 

Pengumuman adalah: pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang 

menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima hak tersebut dari 

pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. 

Perbanyakan adalah: pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang 

menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima hak tersebut dari 

pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. 

Lisensi adalah: pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak 

tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau 

orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. 

   

2. Lingkungan Hak Cipta 

Obyek perlindungan menurut Undang-undang Hak Cipta adalah ciptaan dalam 

bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya: 

 Buku, program komputer pamplet dan semua hasil karya tulis lainnya;  

 Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan  lain yang diwujudkan dengan cara 

diucapkan; 
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 Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

 Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, 

pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film, dan 

karya rekaman video; 

 Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan 

karya rekaman suara atau bunyi; 

 Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni pahat, seni patung dan 

kaligrafi; 

 Seni batik; 

 Karya arsitektur; 

 Peta; 

 Sinematografi; 

 Fotografi; 

 Terjemahan, tafsir dan penyusunan bunga rampai. 

 

3. Jangka Waktu Perlindungan 

1. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia untuk ciptaan 

yang asli dan bukan turunan (derevatif).  

2. Selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis-jenis ciptaan 

yang dimaksud meliputi program komputer, dan karya deveratif seperti karya 

sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran.  

3. Selama 25 tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi 

dan karya susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan.  

4. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 50 tahun 

dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.  

5. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) 

huruf b, berlaku tanpa batas. 

 

4. Pelanggaran dan Sanksi 

1. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila 

perbuatan tersebut melanggar Hak khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.  

2. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam UU 

Hak Cipta, yaitu :  

• Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu 

ciptaan. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).  

• Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan atau menjual kepada 

umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta, ancaman penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta 

Rupiah).  

• Melanggar ketentuan pasal 16, ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta).  

• Melanggar ketentuan pasal 18, ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta 

Rupiah). 

 

5. Prosedur Perlindungan 

 Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu 

diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu 
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kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun 

pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran 

ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul 

sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke 

Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI), 

Departemen Hukum dan HAM.  

Syarat-syarat yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut: 

1. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang 

disediakan untuk itu dalam Bahasa Indonesia dan dikeik rangkap 2 (dua) 

2. Pemohonan wajib melampirkan: 

a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; 

b. Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Buku dan karya tulis lainnya: 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan 

edisi terbaik; 

 Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak 

keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya; 

 Program computer: 2 (dua) buah disket disertai buku petunjuk 

pengoperasian dari program computer tersebut; 

 CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya; 

 Alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya; 

 Lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair; 

 Drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya; 

 Tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah 

rekamannya; 

 Pewayangan: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya; 

 Pantonim: 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya; 

 Karya petunjuk: 2 (dua) buah rekamannya; 

 Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar: 

masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto; 

 Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase: 

masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto; 

 Arsitektur: 1 (satu) buah gambar arsitektur; 

 Peta: 1 (satu) buah; 

 Fotografi: 10 (sepuluh) lembar; 

 Sinematografi: 2 (dua) buah rekamannya; 

 Terjemahan: 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dar pemegang hak 

cipta; 

 Tafsir, saduran dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah. 

c. Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi 

notaris, apabila pemohon badan hukum; 

d. Fotocopy kartu tanda penduduk; dan 

e. Membayar biaya pendaftaran 
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6. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta 

Prosedur pendaftaran ciptaan di Ditjen. HKI, Departemen Hukum dan HAM: 

 
Gambar 2. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta 

 

Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. 

melalui Direktorat Hak Cipta dengan melampirkan :  

1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga, lembar pertama dibubuhi 

Materai Rp. 6.000,- (ukuran kertas folio)  

2. Ditulis dalam Bahasa Indonesia  

3. Ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya  

4. Mengisi formulir Surat pernyataan kepemilikan produk, bermaterai Rp. 6000,-  

5. Surat permohonan pendaftaran dilampiri :  

• Contoh fisik ciptaan  

• Bukti kewarganegaraan berupa foto copy KTP dari pencipta, pemegang hak cipta.  

• Foto copy NPWP  

• Akte/salinan resmi pendirian badan hukum yang telah dilegalisir oleh notaris.  

• Gambar/foto produk ukuran 3 R sebanyak 12 lembar  

• Deskripsi/uraian tentang produk yang akan di daftarkan 

 

7. Pembiayaan 

 Jasa pendaftaran hak cipta online sebesar Rp. 2.500.000 

 Pengalihan hak cipta atas ciptaan yang terdaftar sebesar Rp. 1.600.000 

 Perubahan nama/alamat atas sertifikat hak cipta terdaftar sebesar Rp. 1.600.000 

 Pengambilan sertifikat hak cipta sebesar Rp. 500.000 

 Mencatatkan lisensi hak cipta atas ciptaan sebesar Rp. 1.500.000 
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Lampiran I 

Peraturan Menteri Kehakiman R.I. 

Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987 

 

Kepada Yth.     : 

Direktur Jenderal HKI 

melalui Direktur Hak Cipta, 

Desain Industri, Desain Tata Letak, 

Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang 

di Jakarta 

 

                                                                   PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN 

 

I. Pencipta :           

1. Nama :       

2. Kewarganegaraan  :  

                    3. Alamat :   

  

4. Telepon :  

5. No. HP & E-mail :  

                                               

II. Pemegang Hak Cipta : 

1.Nama :       

2. Kewarganegaraan  :  

          3. Alamat :  

  

4. Telepon :  

5. No. HP & E-mail :  

                                            

      III.       Kuasa : 

1. Nama :  

2. Kewarganegaraan  :  

3. Alamat   

4. Telepon :  

5. No. HP & E-mail :  

                                               

IV.     Jenis dari judul ciptaan yang 

         dimohonkan                                   :     

 

V.      Tanggal dan tempat di- 

umumkan untuk pertama 

kali di wilayah Indonesia 

atau di luar wilayah Indo- 

nesia  :     

 

     VI    Uraian ciptaan  :    

 

                            ,  
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Tanda Tangan  :     

     

  Nama Lengkap : 

 

 

Lampiran I 

Peraturan Menteri Kehakiman R.I. 

Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987 

 

Kepada Yth.     : 

Direktur Jenderal HKI 

melalui Direktur Hak Cipta, 

Desain Industri, Desain Tata Letak, 

Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang 

di Jakarta 

 

                                        PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN 

 

I. Pencipta :           

1. Nama :       

2. Kewarganegaraan  :  

                  3. Alamat :   

  

4. Telepon :  

5. No. HP & E-mail :  

                                               

II. Pemegang Hak Cipta : 

1.Nama :       

2. Kewarganegaraan  :  

          3. Alamat :  

  

4. Telepon :  

5. No. HP & E-mail :  

                                            

      III.       Kuasa : 

1. Nama :  

2. Kewarganegaraan  :  

3. Alamat   

4. Telepon :  

5. No. HP & E-mail :  

                                               

IV.     Jenis dari judul ciptaan yang 

         dimohonkan                                 :      

 

V.      Tanggal dan tempat di- 

umumkan untuk pertama 

kali di wilayah Indonesia 

atau di luar wilayah Indo- 

nesia  :      

     VI    Uraian ciptaan  :       

 

                         ,  
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Tanda Tangan  :     

     

Nama Lengkap :   

 

 

 

Lampiran I 

Peraturan Menteri Kehakiman R.I. 

Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987 

 

Kepada Yth.     : 

Direktur Jenderal HKI 

melalui Direktur Hak Cipta, 

Desain Industri, Desain Tata Letak, 

Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang 

di Jakarta 

 

                                              PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN 

 

I. Pencipta :           

1. Nama :       

2. Kewarganegaraan  :  

                    3. Alamat :   

  

4. Telepon :  

5. No. HP & E-mail :  

                                               

II. Pemegang Hak Cipta : 

1.Nama :       

2. Kewarganegaraan  :  

          3. Alamat :  

  

4. Telepon :  

5. No. HP & E-mail :  

                                            

      III.       Kuasa : 

1. Nama :  

2. Kewarganegaraan  :  

3. Alamat   

4. Telepon :  

5. No. HP & E-mail :  

                                               

IV.     Jenis dari judul ciptaan yang 

         dimohonkan                                  :       

V.      Tanggal dan tempat di- 

umumkan untuk pertama 

kali di wilayah Indonesia 

atau di luar wilayah Indo- 

nesia  :       

 

     VI    Uraian ciptaan  :       

 

 

                         ,  
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Tanda Tangan  :     

     

Nama Lengkap :         

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

N a m a    :   

Kewarganegraan   :  

Alamat    :   

 

Dengan ini menyatakan bahwa  :  

1. Karya cipta yang saya mohonkan : 

Berupa     :  

Berjudul    :    

 Tidak meniru dan tidak sama secara esensi al dengan karya cipta milik pihak 

lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana di maksud dalam 

pasal 68 ayat (2); 

 Bukan merupakan ekpresi budaya tradisional  sebagaimana di maksud dalam 

pasal 38; 

 Bukan merupakan ciptaan yang tidak diketahui penciptaannya sebagaimana di 

maksud dalam pasal  39; 

 Bukan merupakan hasil karya yang tidak di lindungi hak cipta sebgaimana di 

maksud dalam pasal 41 dan 42; 

 Bukan merupakan ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda 

yang di gunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau di 

gunakan sebagai lambang organisasi , badan usaha, atau badan hukum 

sebagaimana di maksud dalam pasal 65 dan; 

 Bukan merupakan ciptaan yang melanggar norma agama , norma susila, 

ketertiban umum, pertahanan dan keamanan Negara atau melanggar peraturan 

perundang-undangan sebagaimana di maksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf d 

undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. 

2. Sebagaimana pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh 

ciptaan yang di mohonkan dan harus memberikan apabila di butuhkan untuk 

kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

3. Karya cipta yang saya mohonkan [pada angka 1 tersebut di atas tidak pernah 

dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di pengadilan  

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana di maksud dalam angka 1 dan angka 3 

tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela 

bahwa : 

a. Pernohonan karya cipta yang saya ajukan di anggap di tarik 

kembali;atau 

b. Karya cipta yang telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan direktorat 

Hak cipta,direktorat jendral Hak Kekayaan Intelekual , kementrian 

hukum dan hak asasi manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya /kami buat dengan sebenarnya dan untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya  

 

,                                                                                                         

(Nama) 
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PATEN 

1. Pengertian dan Istilah 

Menurut UU No. 14 Tahun 2001 paten adalah hak khusus yang diberikan oleh 

Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, untuk selama waktu 

tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya 

kepada orang lain untuk melaksanakannya. 

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam Paten, antara lain: 

Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan 

masalah yang spesifik dibidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau 

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 

Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara 

bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan 

Invensi. 

Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten . 

Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal 

HKI Departemen Hukum dan HAM. 

Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau orang yang menerima 

hak tersebut dari Pemilik Paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari 

orang tersebut diatas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten. 

Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan 

mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi 

atau komponennya. 

 

2. Jangka Waktu Perlindungan 

Paten (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 

14 Tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung 

sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.  

 

3. Invensi yang tidak diberikan paten 

1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban 

umum atau kesusilaan.   

2.  Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang 

diterapkan terhadap manusia dan atau hewan  

3.  Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika   

4.  Semua makhluk hidup kecuali jasad renik  

5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali 

proses mikrobiologis. 

 

4. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten 

1. Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan Paten yang dimiliki 

nya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya.   
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• Dalam hal Paten Produk : membuat, memakai, menggunakan, menjual, 

mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau 

disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.   

• Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk 

membuat barang dan tindakan lainnya.  

2. Dalam hal Paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya 

melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya berlaku terhadap 

impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten proses yang 

dimilikinya.   

3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 apabila 

pemakaian paten tersebut untuk kepentingan Pemilikan dan Pendidikan sepanjang 

tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.  

4. Kewajiban Pemegang Paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut 

biaya tahunan (rincian biaya tahunan terlampir). 

 

5. Alur Pengajuan Permohonan Paten 

 Alur pengajuan pemohonan paten merupakan tahapan yang harus dilalui oleh 

pemohon hinggga memperoleh bukti/tanda bukt mengajukan permohonan paten. 

Alur pengajuan permohonan paten tersebut sesuai dengan Gambar 3 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3. Alur Pengajuan Paten 

Bukti/tanda telah mengajukan permohonan, bukan merupakan Sertifikat Paten. 

Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam peraturan perundang-undangan masing-masing rezim HKI hingga 

dengan dikeluarkannya keputusan akhir.  

 

6. Biaya 

  Cek paten atau pemeriksaan awal atas Paten/Paten Sederhana yang akan didaftarkan, 

cek HAKI ini berguna untuk mencegah penolakan dari Ditjen HKI sebesar Rp. 

2.000.000 

 Jasa Pendaftaran Hak Paten Sederhana untuk maksimal 4 klaim termasuk 

pemeriksaan substantif dan percepatannya sebesar Rp. 28.000.000 

 Penambahan tiap 1 (satu) klaim Paten Sederhana sebesar Rp. 1.000.000 
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 Jasa Pendaftaran Hak Paten untuk maksimal 4 klaim termasuk pemeriksaan substantif 

dan percepatannya  sebesar Rp. 38.000.000 

 Penambahan tiap 1 (satu) klaim Paten sebesar Rp. 2.000.000 

 Pengambilan sertifikat hak Paten sebesar Rp. 1.000.000 

7. Pelanggaran Dan Sanksi 

 Setiap orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang:  

a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, 

menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau 

diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau  

b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk 

membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 

 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk Paten sederhana, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 

dan/atau pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan 

hidup, dipidana dengan pidana penjara paling larna 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda 

paling banyak Rp 2. 000.000.000, 00 (dua miliar rupiah). 

 Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 

dan/atau pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ alau denda paling banyak 

Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). 

 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen 

permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (f ) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. 
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MEREK 

1. Pengertian dan Istilah 

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan 

dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.  

Merek merupakan “suatu tanda pembeda”  atas barang atau jasa bagi satu perusahaan 

dengan  perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu 

klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik 

pada keseluruhan maupun pada pokoknya.  

Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan 

dalam hal asal,  sifat, cara pembuatan  dan tujuan pemakaiannya.  

Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada 

persamaan bentuk, persamaan cara penempatan , persamaan bentuk dan cara 

penempatan, persamaan bunyi ucapan, (yurisprudensi MARI).  

Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang adalah merek yang 

digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau 

beberapa orang , atau badan hukum.  

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 

seseorang atau beberapa orang  atau badan hukum.  

Merek sebagai tanda pembeda dapat berupa nama, kata, gambar, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. 

Pemegang/pemilik Hak Merek yaitu : orang (persero), beberapa orang (pemilik 

bersama), Badan Hukum yang telah mendapatkan Hak atas Merek yang disebut 

dengan Merek Terdaftar.  

Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, 

yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor atau kombinasi 

dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang 

dihasilkan. Indikasi asal sama dengan Indikasi Geografis, tetapi tidak didaftar atau 

sematamata menunjukkan asal suatu barangdan jasa. 

 

2. Tanda yang tidak boleh dijadikan merek 

• Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis 

yang sangat rumit atau kusut  

• Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar 

porno atau menyinggung perasaan keagamaan.  

• Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang.  

• Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas. 

 • Kata-kata umum, misalnya kata rumah, kota dan sebagainya. 
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3. Jangka Waktu Perlindungan 

Jangka waktu perlindungan merek 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan 

pendaftaran (filing date). Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali. 

 

4. Obyek Perlindungan 

1. Perlindungan atas Merek Hak atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan 

negara kepada “Pemilik Merek Yang Terdaftar” dalam daftar umum Merek untuk 

jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau Badan Hukum untuk 

menggunakannya.  

2. Hal penting yang perlu untuk diketahui Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu 

adanya Kepastian Hukum atas Merek Terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, 

dialihkan dan dihapuskan. Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas 

Merek Terdaftar 

 

5. Pelanggaran dan Sanksi 

Pasal 90 UU Merek No. 15 Tahun 2001 :  Pelanggaran atas Hak Merek terdaftar 

“yang sama pada keseluruhannya” dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). 

 

Pasal 91 UU Merek No. 15 Tahun 2001 : Pelanggaran atas Merek Terdaftar “yang 

sama pada pokoknya” dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau didenda 

paling banyak Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah). 

 

Pelanggaran terhadap pasal 94 dikategorikan sebagai “Tindak Pidana Pelanggaran”. 

Yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran Hak atas Merek hanya pemegang 

Hak Merek, yaitu Merek yang telah terdaftar. Bagi Merek tidak terdaftar tidak 

mendapat perlindungan hukum, artinya tidak berhak mengajukan gugatan atas merek 

terdaftar maupun atas merek tidak terdaftar lainnya. 

 

6. Prosedur Pendaftaran Merek 

1. Pengajuan permohonan sesuai dengan yang telah disediakan oleh Kantor Merek, 

dan melampirkan :  

a. Mengisi formulir pendaftaran Merek rangkap 4 (empat)  

b. Mengisi Surat Pernyataan kepemilikan merek, bermaterai Rp. 6000,-.  

c. Fotocopy KTP pemilik merek 

d. Fotocopy akte pendirian Badan Hukum yang dilegalisir notaris bagi pemohon atas 

nama Badan Hukum  

e. Fotocopy NPWP bagi pemohon atas nama Badan Hukum   

f. Etiket Merek sebanyak 26 (duapuluh enam) lembar, 4 (empat) lembar ditempel 

pada masing-masing lembaran form dengan ukuran maksimal 9 x 9 cm dan minimal 2 

x 2 cm  

g. Contoh fisik produk yang didaftarkan  

h. Mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek pertama 

kali bagi merek dengan Hak Prioritas  

2. Pemeriksaan permintaan pendaftaran Merek.  

a. Pemeriksaan formal   

Pemeriksaan formal adalah pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif 

yang ditetapkan.  

b. Pemeriksaan Substantif.  
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Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan terhadap merek yang diajukan apakah 

dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan persamaan pada keseluruhan, persamaan 

pada pokoknya, atas merek sejenis milik orang lain, sudah diajukan mereknya lebih 

dahulu oleh orang lain.  

 

7. Biaya Pendaftaran Merek 

 Cek merek atau pemeriksaan awal atas merek yang akan didaftarkan, 1 

merek/perkelasnya, cek HAKI ini berguna untuk mencegah penolakan dari Ditjen 

HKI sebesar Rp. 200.000 

 Cek merek berdasarkan nama dari pemohon merek sebesar Rp. 500.000 

 Jasa pendaftaran merek untuk 1 Merek/perkelasnya sebesar Rp. 3.000.000 

 Jasa pendaftaran merek untuk 1 Merek/perkelasnya khusus untuk UKM/UMKM yang 

memiliki bukti terdaftar sebagai UKM/UMKM sebesar Rp. 1.800.000 

 Perpanjangan merek atas masa perlindungan merek 6 bulan sebelum merek berakhir 

sebesar Rp. 5.000.000 

 Perpanjangan merek atas masa perlindungan merek 6 bulan setelah merek berakhir 

sebesar  Rp. 6.000.000 

 Permohonan surat sanggahan terkait usul penolakan merek sebesar Rp. 2.500.000 

 Permohonan surat keberatan terkait merek yang diumumkan sebesar Rp. 2.500.000 

 Banding merek atas penolakan kepada Komisi Banding Merek sebesar Rp. 6.000.000 

 Pengalihan merek terdaftar sebesar Rp. 3.000.000 

 Perubahan nama atau alamat atas merek yang sudah didaftar sebesar Rp. 1.500.000 

 Penghapusan merek yang sudah didaftar sebesar Rp. 2.000.000 

 Pengambilan sertifikat merek sebesar Rp. 300.000 

 Permohonan pendaftaran perjanjian lisensi merek kepada pihak lain sebesar Rp. 

3.000.000 

 Permohonan pendaftaran lisensi rahasia dagang sebesar Rp. 2.000.000 

 Permohonan pengalihan rahasia dagang sebesar Rp. 2.000.000 
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DESAIN INDUSTRI 

A. Pengertian Umum 

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi 

garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang 

berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat 

diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk 

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan  

2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.  

3. Ciri utama dari desain industri adalah bahwa karya desain tersebut dapat 

diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam 

proses produksi  

4. Hak Desain Industri adalah Hak eksklusif yang diberikan negara RI kepada 

pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, 

atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak 

tersebut.  

5. Hak-hak Pendesain   

• Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam 

lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk 

dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain 

antara kedua pihak dengan tidak mengurangi Hak Pendesain, apabila penggunaan 

desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.  

• Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan 

pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai Pendesain  dan 

Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.  

• Pendesain berhak mendapatkan imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan secara 

komersial dari desain yang dihasilkan  

• Nama pendesain mempunyai hak dicantumkan dalam Berita Resmi Desain 

Industri. 

 

B. Obyek Perlindungan 

Yang menjadi obyek perlindungan Desain Industri adalah bentuk dekorasi pada 

permukaan suatu produk, dan bukan atas teknologi dan Inventorannya dengan syarat :  

• Bersifat baru dan orsinil  

• Dianggap tidak baru/orsinil bila secara menyolok tidak berbeda dengan desain yang 

sudah ada 

 

C. Jangka Waktu Perlindungan 

1. Pendaftaran desain industri berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan 

permintaan pendaftaran.  

2. Tidak dapat dilakukan perpanjangan pendaftaran desain yang telah habis masa 

berlakunya 
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D. Status Pendaftaran 

1. Pendaftaran desain industri merupakan suatu persyaratan untuk mendapat 

perlindungan.  

2. Untuk dapat diberikan perlindungan maka desain industri tersebut harus desain 

yang baru, yaitu belum pernah diumumkan atau belum pernah digunakan melalui cara 

apapun sebelum permintaan pendaftaran. 

 

 

E. Subjek Desain Industri 

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang 

menerima hak tersebut dari Pendesain. 

2. Dalam hal Pendesaian terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain 

Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. 

 

F. Prosedur Dan Syarat Pendaftaran 

1. Mengisi formulir pendaftaran Desain Industri rangkap 4  

2. Mengisi formulir Surat Pernyataan kebaruan dan kepemilikan produk, bermaterai 

Rp. 6000,-  

3. Melampirkan gambar atau foto produk dengan perspektif tampak depan, belakang, 

samping kanan, samping kiri, atas dan bawah (rangkap 6)  

4. Melampirkan uraian dari desain industri meliputi arti, fungsi dan kegunaan produk 

yang akan di daftarkan 

5. Melampirkan contoh fisik produk   

6. Dalam hal Permohonan yang diajukan secara bersama lebih dari satu pemohon, 

permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan 

melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang lain  

7. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai 

pernyataan yang dilengkapi surat pengalihan hak Desain Industri.   

8. Pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang 

hak desain industri    

9. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk:   

• Satu desain industri atau  

• Beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau 

memiliki kelas yang sama  

10. Pemohon yang bertempat tinggal di luar negara RI harus mengajukan permohonan 

melalui kuasa yang berdomisili di wilayah Indonesia.   

 

G. Pelanggaran Dan Sanksi 

1. Melanggar Hak Desain Industri terdaftar diancam penjara 4 tahun atau denda Rp. 

300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).  

2. Tidak mencantumkan nama pendesain dalam Berita Resmi Desain Industri/ dalam 

sertifikat Desain Industri diancam pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 45.000.000,- 

(Empat puluh lima juta rupiah).  

3. Tindak pidana dimaksud termasuk delik aduan 

H. Biaya Pendaftaran Desain Industri 

 Cek desain industri atau pemeriksaan awal atas desain industri yang akan didaftarkan, 

cek HAKI ini berguna untuk mencegah penolakan dari Ditjen HKI sebesar Rp. 

500.000 

 Jasa pendaftaran desain industri sebesar Rp. 3.000.000 
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 Pengajuan keberatan atas desain industri yang telah diumumkan sebesar Rp. 

2.000.000 

 Permohonan surat sanggahan atas putusan penolakan desain industri sebesar Rp. 

2.000.000 

 Pengalihan hak desain industri terdaftar sebesar Rp. 2.500.000 

 Perubahan nama/alamat atas desain industri terdaftar sebesar Rp. 2.000.000 

 Pengambilan sertifikat desain industri sebesar Rp. 500.000 

 Pencatatan perjanjian lisensi desain industri sebesar Rp. 2.000.000 

 Pemohonan Pembatalan desain industri sebesar Rp. 2.000.000 


